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ABSTRAK  

 

Strategi Pengembangan Pelatihan Kemampuan Bhabinkamtibmas Di 

Korbinmas Baharkam Polri 

Andhika Yudha Fardana 

andhikaayf04@gmail.com  

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan peningkatan 

kemampuan Bhabinkamtibmas dengan menggunakan model evaluasi CIPP 

(Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara mendalam terhadap 

para informan yang terdiri dari pejabat struktural, instruktur, serta peserta pelatihan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, pelatihan telah 

dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan selaras dengan paradigma 

community policing, namun belum sepenuhnya berbasis pada Training Needs 

Analysis  (TNA) yang komprehensif. Pada aspek input, terdapat keterbatasan 

signifikan terutama pada anggaran, jumlah instruktur, serta durasi pelatihan yang 

berdampak pada kualitas dan pemerataan pelatihan. Pada aspek proses, metode 

pembelajaran masih didominasi oleh pendekatan konvensional dengan keterbatasan 

praktik dan interaksi, serta belum optimal dalam pemanfaatan teknologi digital. 

Sementara itu, pada aspek produk, pelatihan dinilai memberikan manfaat dalam 

meningkatkan pemahaman dasar peserta, namun belum mampu menghasilkan 

peningkatan kompetensi yang optimal karena masih terdapat kesenjangan antara 

materi pelatihan dan kebutuhan riil di lapangan.  

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa pelatihan 

Bhabinkamtibmas telah berjalan secara normatif, namun belum optimal secara 

substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis 

TNA, peningkatan kualitas input, pengembangan metode pembelajaran yang lebih 

aplikatif dan berbasis teknologi, serta evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan 

efektivitas pelatihan di masa mendatang. 

 

Kata kunci: evaluasi pelatihan, model CIPP, Bhabinkamtibmas, kompetensi, 

Training Needs Analysis   
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ABSTRACT 

 

Strategy for Developing Bhabinkamtibmas Capacity Training at the Korbinmas 

Baharkam Polri 

Andhika Yudha Fardana 

andhikaayf04@gmail.com  

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study aims to analyze the effectiveness of Bhabinkamtibmas competency 

training using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. This 

research employs a qualitative approach with a descriptive method through in-

depth interviews involving key informants consisting of structural officials, 

instructors, and training participants. The findings indicate that in the context 

aspect, the training program has been designed in alignment with organizational 

needs and the community policing paradigm; however, it has not been fully based 

on a comprehensive Training Needs Analysis  (TNA). In the input aspect, there are 

significant limitations, particularly in terms of budget, number of instructors, and 

training duration, which affect both the quality and distribution of the training. In 

the Process aspect, learning methods are still predominantly conventional, with 

limited practical engagement and suboptimal use of digital technology. Meanwhile, 

in the product aspect, the training is considered beneficial in improving 

participants’ basic understanding but has not yet achieved optimal competency 

development due to gaps between training materials and actual field demands. It 

can be concluded that the training program has been implemented normatively but 

remains substantively suboptimal. Therefore, improvements are needed in TNA-

based planning, enhancement of input quality, development of more practical and 

technology-based learning methods, and continuous evaluation to improve training 

effectiveness in the future. 

 

Keywords: training evaluation, CIPP model, Bhabinkamtibmas, competency, 

Training Needs Analysis   

mailto:andhikaayf04@gmail.com
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber 

daya manusia yang unggul, karena mereka menjadi elemen kunci dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik. Dalam 

konteks tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, 

menegaskan bahwa Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada warga (Sitompul, 2016). Rasa aman dan 

kondisi yang tertib merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat agar 

dapat hidup, berkembang, dan beraktivitas dengan baik. Untuk menciptakan 

serta menjaga keteraturan sosial atau Kamtibmas, diterapkan strategi 

pemolisian masyarakat (Polmas/Community Policing). Dalam pendekatan 

ini, peran Bhabinkamtibmas ditempatkan sebagai garda terdepan dalam 

memberikan layanan dan membangun hubungan dengan warga (Lemdiklat 

Polri, 2024a). 

Peran Bhabinkamtibmas sangat terkait dengan nilai kemanusiaan, 

keteraturan sosial, dan keberadaban masyarakat, sehingga posisinya sering 

dipandang sebagai representasi utama dari konsep Polmas. Sebagai personel 

kepolisian yang berinteraksi paling dekat dan paling awal dengan warga, 

Bhabinkamtibmas memerlukan dukungan sistem kerja yang kuat. Meskipun 

area penugasannya tidak luas, tingkat kerumitan di lapangan tetap tinggi. 

Pada wilayah yang relatif kecil itulah diharapkan para Bhabinkamtibmas 

dapat membangun komunikasi yang lebih personal, saling mengenal dengan 

masyarakat, dan memperoleh penerimaan sebagai bagian dari komunitas 

yang mereka layani. Karena tugas yang diemban cukup berat, modal utama 

mereka adalah kepercayaan yang diberikan oleh warga (Lemdiklat Polri, 

2024b). 
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Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(Bhabinkamtibmas) berperan sebagai garda terdepan hingga level desa dalam 

melaksanakan langkah-langkah preemtif dan preventif, sekaligus 

membangun hubungan yang harmonis dengan warga. Karena menjadi 

representasi Polri yang paling dekat dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas 

dituntut memiliki kompetensi yang luas dan mendalam dalam menangani 

berbagai persoalan keamanan di wilayah tugasnya (Koni, 2019). Karena 

Bhabinkamtibmas berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam 

memberikan berbagai layanan, maka dibutuhkan personel dengan kualitas 

sumber daya manusia yang baik. Kesadaran akan pentingnya kualitas aparatur 

membuat perhatian terhadap pengembangan kompetensi semakin meningkat. 

Pemerintah pun perlu melakukan serangkaian pembenahan yang terarah 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

sekaligus menyiapkan aparatur yang profesional dan mampu menjalankan 

tugasnya secara optimal (Mulyaningsih, 2020). 

Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat 

(Kakorbinmas) Baharkam Polri Nomor Kep/9/II/2024 tanggal 6 Februari 

2024 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas, 

yang telah disahkan melalui Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 

Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1007/LP.00.00/V/2024, menegaskan 

daftar unit kompetensi yang harus dimiliki personel Bhabinkamtibmas. Unit 

kompetensi tersebut meliputi: (1) membina dan melatih Satkamling, (2) 

melakukan tugas dan perbantuan dalam penanggulangan bencana, (3) 

melaksanakan pembinaan dan penyuluhan (Binluh), (4) melakukan kegiatan 

sambang, (5) membantu fungsi lain dalam penanganan TKP, (6) melakukan 

deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, dan (7) melaksanakan problem 

solving. Keterampilan ini menjadi landasan penting dalam menjalankan 

tugasnya sebagai ujung tombak kepolisian di tengah masyarakat. Daftar 

kompetensi ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya tanggung jawab 

yang diemban oleh Bhabinkamtibmas. Mereka dituntut tidak hanya memiliki 

kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan komunikasi sosial, mediasi, 

kepemimpinan, hingga deteksi dini konflik. Oleh karena itu, keberhasilan 
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tugas Bhabinkamtibmas sangat bergantung pada kualitas SDM yang 

kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam 

dunia yang semakin terhubung, peran Bhabinkamtibmas tidak hanya terbatas 

pada penyelesaian masalah tradisional seperti konflik antarwarga, tetapi juga 

mencakup tantangan yang lebih kompleks, seperti ancaman cybercrime dan 

radikalisme yang berkembang melalui media sosial. Seiring dengan kemajuan 

teknologi, pola kejahatan terus mengalami perubahan, sehingga menuntut 

penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif. 

Menurut Daft L (2015) sebuah organisasi harus mampu menyesuaikan 

diri dengan perubahan lingkungan eksternal agar tetap efektif. Dalam konteks 

ini, Polri sebagai institusi penegak hukum perlu memastikan bahwa 

kompetensi Bhabinkamtibmas selalu diperbarui agar selaras dengan dinamika 

sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan dan 

pelatihan yang terstruktur serta berkelanjutan menjadi elemen krusial dalam 

meningkatkan kapasitas Bhabinkamtibmas. Pembaruan kemampuan secara 

berkala, diharapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih 

profesional, efektif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada di 

masyarakat. 

Perkembangan zaman dan dinamika sosial, tantangan yang dihadapi 

Bhabinkamtibmas pun semakin kompleks. Perubahan dalam struktur sosial, 

kemajuan teknologi, serta peningkatan kebutuhan masyarakat akan keamanan 

menuntut Bhabinkamtibmas untuk terus meningkatkan kompetensinya. 

Pendidikan dan pelatihan adalah bentuk investasi bagi aparatur, yang 

mempersiapkan mereka agar siap menjalankan fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan publik ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, 

pelaksanaan diklat perlu dievaluasi secara berkala agar kualitas dan 

efektivitasnya dapat terus ditingkatkan pada penyelenggaraan berikutnya. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari pegawai melalui 

pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi mutlak diberikan 

kepada seluruh aparatur. Pendapat Thoha (2014) Pengembangan aparatur 

melalui pendidikan dan pelatihan seharusnya lebih difokuskan pada diklat 

fungsional, bukan hanya pada diklat struktural yang sering kali membuat 
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orientasi pegawai terbatas pada perolehan jabatan. Pendekatan ini bertujuan 

meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

mereka emban. Secara prinsip, pengembangan pegawai dimaksudkan untuk 

menjaga dan memastikan kapasitas mereka tetap memenuhi standar yang 

dipersyaratkan, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi 

organisasi. 

Menurut Iswan (2021) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan proses 

yang dirancang secara sistematis oleh suatu lingkungan sosial untuk 

mengalihkan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan kepada individu 

yang berkompeten di bidangnya. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat dan 

mengembangkan potensi pribadi serta mendorong perubahan perilaku. 

Sementara itu, menurut Gustiana dan kolega (2022), pelatihan dipahami 

sebagai kesempatan yang diberikan organisasi untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan kerja para pegawainya. Menurut Riono & 

Wibowo (2019) pelatihan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini, sedangkan 

pengembangan melibatkan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini 

dan mempunyai fokus jangka panjang. Pelatihan yang dilakukan dapat 

memotivasi sumber daya manusia untuk bekerja lebih keras dan lebih baik 

karena melalui pelatihan tersebut mereka mengetahui dengan baik tugas dan 

tanggung jawabnya sehingga mereka siap dalam melaksanakan dan 

menangani tugas-tugasnya yang baru (Rustiana, 2010). Pelatihan merupakan 

salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi 

individu. Wibowo (2017) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang didasarkan pada penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, serta didukung oleh sikap kerja yang sesuai 

dengan tuntutan jabatan. Sedarmayanti (2011) menambahkan bahwa 

kompetensi mencakup karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang dan 

secara langsung memengaruhi, bahkan dapat memprediksi, kualitas 

kinerjanya. Secara umum, kompetensi dapat dipahami sebagai kapasitas kerja 

yang terbentuk melalui integrasi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, serta nilai-nilai pribadi untuk menjalankan tugas secara 
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profesional, efektif, dan efisien. Sementara itu, Lyle Spencer & Signe M. 

Spencer (2017) menegaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik inti 

pada diri seseorang yang tercermin melalui pola perilaku dan cara berpikir, 

serta mampu bertahan dalam jangka waktu panjang. 

Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan Polri dalam membangun 

hubungan dengan masyarakat, melakukan deteksi dini potensi konflik, serta 

menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung ke komunitas. 

Keberadaan mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang 

cukup besar. Data Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri per Juli 2025 

mencatat bahwa jumlah Bhabinkamtibmas mencapai 41.226 personel yang 

tersebar di 34 Polda. Distribusi personel tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1. 1  

Data Jumlah Bhabinkamtibmas Tahun 2025 

No 
Nama 

Polda 
Jumlah No Nama Polda Jumlah 

1 NTB  1.166 19  Metro Jaya  907 

2 Kaltim  551 20  Jatim  6.257 

3 Kaltara  212 21  Sultra  613 

4 Maluku  641 22  Kalbar  938 

5 Sumsel  1.429 23  Malut  426 

6 Ntt  902 24  Sulbar  483 

7 Jabar  4.236 25  Sumut  1.444 

8 Aceh  1.559 26  Kalteng  760 

9 Babel  393 27  Jambi  652 

10 Kalsel  878 28  Sulteng  1.091 

11 Jateng  4.576 29  Lampung  1.513 

12 Papua  872 30  Banten  813 

13 Sumbar  953 31  Papua Barat  298 

14 Bengkulu  755 32  Kepri  330 

15 Sulsel  1.605 33  Bali  726 

16 Sulut  636 34  Gorontalo  415 

17 Diy  451 35  Papua Tengah  215 

18 Riau  1.171 36  Papua Barat Daya  359 

Jumlah 41.226 

Sumber : Google Spreadsheets Polda Jajaran (diolah oleh peneliti) 

Jumlah yang besar tersebut menunjukkan besarnya potensi Polri dalam 

membangun kedekatan dengan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. 

Namun, jumlah yang besar ini belum menjamin kompetensi yang merata. Hal 
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ini dikarenakan tidak semua personel mendapatkan kesempatan mengikuti 

pelatihan khusus. Berdasarkan Data Anev Subdit Bhabinkamtibmas Juli 

2024, dari total 40.363 personel, baru 17.787 personel atau sekitar 44% yang 

pernah mengikuti pelatihan khusus. Artinya, lebih dari separuh 

Bhabinkamtibmas belum dibekali keterampilan yang memadai sesuai dengan 

tuntutan tugasnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang 

signifikan antara kebutuhan kompetensi dengan realitas pelaksanaan 

pelatihan di lapangan. 

Gambar 1. 1  

Data Pelatihan Bhabinkamtibmas 2024 

 

Sumber : Anev Subdit Bhabinkamtibmas, Juli 2024 (diolah oleh peneliti) 

Terdapat lebih dari 22.000 personel (56%) yang belum pernah mendapatkan 

pelatihan formal, padahal pelatihan tersebut sangat penting untuk meningkatkan 

responsivitas terhadap masalah-masalah sosial dan teknologi terkini. Selain itu, 

komposisi pendidikan Bhabinkamtibmas juga menunjukkan perlunya intervensi 

pengembangan kapasitas. Sebanyak 79,5% personel merupakan lulusan 

SMA/SMK/MA, 20% lulusan S1, dan hanya 0,5% yang berpendidikan S2. 

Dominasi lulusan pendidikan menengah ini mengindikasikan pentingnya 

penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan analisis, 

komunikasi, dan problem solving dalam menghadapi kompleksitas masalah di 

masyarakat. 

 

 

 

44%

56%

DATA PELATIHAN BHABINKAMTIBMAS 2024

Sudah Mengikuti

Pelatihan Khusus

Belum Pernah

Mengikuti Pelatihan
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Tabel 1. 2  

Tingkat Pendidikan Bhabinkamtibmas Tahun 2025 

NO TINGKAT PENDIDIKAN PRESENTASE 

1  SMA/SMK/MA 79.5 % 

2  S1 20% 

3  S2 0,5% 

TOTAL 100% 

Sumber : Subdit Bhabinkamtibmas 2025 (diolah oleh peneliti) 

Hasil Analisa dan Evaluasi Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas 

Korbinmas Baharkam Polri tahun 2023 juga memperlihatkan bahwa jumlah 

personel Bhabinkamtibmas masih jauh dari ideal. Pada tahun 2023, jumlah 

Bhabinkamtibmas tercatat 40.017 personel, sementara jumlah desa/kelurahan 

yang harus dibina mencapai 83.589. Artinya, tingkat pemenuhan baru sekitar 

47,9%. Dengan kondisi ini, satu orang Bhabinkamtibmas rata-rata harus 

menangani dua desa atau kelurahan sekaligus. Kesenjangan jumlah personel 

ini diperberat oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam, 

baik dari segi pendidikan, suku, maupun ekonomi. Variasi sosial-budaya 

tersebut menuntut kemampuan komunikasi yang adaptif dan strategi 

pendekatan yang berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, seorang 

Bhabinkamtibmas harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar dapat 

meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien serta berkontribusi dalam 

mewujudkan SDM unggul di tubuh Polri.  Rendahnya cakupan pelatihan 

Bhabinkamtibmas selama ini kerap dikaitkan dengan keterbatasan anggaran 

dan penggunaan metode pelatihan konvensional. Model tatap muka 

membutuhkan biaya besar, sarana fisik, serta waktu pelaksanaan yang relatif 

lama, sehingga dalam satu tahun hanya mampu menjangkau sekitar 200–300 

personel. Dengan jumlah personel yang sangat besar, kondisi ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas program 

pelatihan yang telah dilaksanakan. 

Penelitian oleh (Yuliana, 2020) dari SPN Polda NTT menunjukkan 

bahwa pelatihan formal sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan 

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pembinaan dan deteksi dini di 

masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran dan sistem pelatihan manual 
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menjadi hambatan utama dalam meningkatkan cakupan pelatihan tersebut. 

Sejalan dengan itu, penelitian (Setiawan, 2022) menemukan bahwa 

Bhabinkamtibmas yang tidak mengikuti pelatihan mengalami kesulitan 

dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi, seperti hoaks dan ujaran 

kebencian. Hal ini mempertegas bahwa pelatihan bukan sekadar formalitas, 

tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam meningkatkan kompetensi 

personel kepolisian. 

Penelitian Umiati dkk. (2023) menekankan bahwa inovasi metode 

pelatihan merupakan urgensi, dengan mendorong penggunaan e-learning, 

blended learning, atau microlearning yang hemat biaya, efisien, dan mampu 

menjangkau peserta lebih luas. Senada dengan itu, penerapan aplikasi BOS 

V2 (Binmas Online System) terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan 

keterlibatan Bhabinkamtibmas di lapangan (Akpol, 2023), yang 

mengindikasikan bahwa transformasi digital dapat pula dimanfaatkan dalam 

sistem pelatihan terpadu.  

Kondisi pelatihan Bhabinkamtibmas pada tahun anggaran 2023–2025 

masih didominasi oleh model tatap muka, dengan jumlah peserta yang 

terbatas dan biaya yang relatif besar. Pada tahun 2023, kegiatan Peningkatan 

Kemampuan Bhabinkamtibmas Tingkat Mabes Polri Gelombang I, II, dan III 

hanya mampu melibatkan 240 orang perwakilan dari beberapa Polda (Riau, 

Sumsel, Bali, NTT, Gorontalo, Malut, Sulsel, Sulteng, Bengkulu, Jambi, 

Metro Jaya dan Sumbar) dengan masing-masing gelombang berdurasi empat 

hari penuh. Pada tahun 2024, Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas 

Tingkat Mabes Polri hanya mampu melibatkan 60 orang perwakilan dari 

Polda Metro Jaya dengan durasi 3 Hari. Pada tahun 2025, pelatihan 

Peningkatan Kemampuan Instruktur Bhabinkamtibmas diikuti 18 orang 

peserta dari Polda dan Lemdiklat Polri selama tujuh hari, termasuk program 

sertifikasi instruktur dengan anggaran sebesar Rp 102.059.000. Ketersediaan 

instruktur yang terbatas ini berdampak langsung pada kapasitas pelatihan bagi 

personel Bhabinkamtibmas secara nasional, sehingga proses peningkatan 

kompetensi aparatur berjalan lambat.  
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Alokasi anggaran pada kedua tahun tersebut, yakni Rp 740.573.000 

pada tahun 2023 dan serupa pada tahun 2025, sebenarnya cukup besar. 

Namun, kapasitas pelatihan tetap terbatas, sehingga menimbulkan 

kesenjangan antara kebutuhan pembinaan ribuan personel Bhabinkamtibmas 

di seluruh Polda dengan daya jangkau program pelatihan yang tersedia. 

Dengan demikian, keterbatasan jumlah instruktur menjadi faktor penting 

yang memengaruhi efektivitas peningkatan kompetensi aparatur di lapangan. 

Tabel 1. 3  

Ringkasan Kegiatan Pelatihan Tatap Muka  

Bhabinkamtibmas Tahun 2023–2025 

 

Tahun Kegiatan Jumlah Peserta Durasi 
Anggaran 

(Rp) 
Keterangan 

2023 

Peningkatan 

Kemampuan 

Bhabinkamtibmas 

Tingkat Mabes 

Polri. 

Gelombang I  

80 orang 

(Perwakilan 

Polda: Riau, 

Sumsel, Bali, 

NTT.) 

 

Gelombang II 

80 orang 

(Perwakilan 

Polda: 

Gorontalo, 

Malut, Sulsel, 

Sulteng.) 

 

Gelombang III 

80 orang 

(Perwakilan 

4 hari 

Termasuk 

dalam total 

Rp 

740.573.000 

(DIPA 

2023) 

Tatap muka 
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Polda: Bengkulu, 

Jambi, Metro 

Jaya, Sumbar.) 

2024 

Peningkatan 

Kemampuan 

Bhabinkamtibmas 

Tingkat Mabes 

Polri. 

60 Orang 

perwakilan dari 

Polda Metro 

Jaya 

3 Hari 
Rp 

80.561.000,- 
Tatap Muka 

2025 

Peningkatan 

Kemampuan 

Instruktur 

Bhabinkamtibmas 

18 orang (Polda 

& Lemdiklat) 
7 hari 

Rp 

172.925.000 
Tatap muka 

Sumber : Laporan Tahunan Subdit Bhabinkamtibmas 2025 (diolah oleh 

peneliti) 

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

utama tidak hanya terletak pada kurangnya pelatihan, tetapi juga pada belum 

optimalnya evaluasi terhadap program pelatihan Bhabinkamtibmas yang 

telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara sistematis 

mengevaluasi program pelatihan Bhabinkamtibmas guna mengetahui sejauh 

mana efektivitas, efisiensi, dan relevansinya terhadap kebutuhan kompetensi 

personel di lapangan. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan 

pengembangan dan transformasi model pelatihan yang lebih tepat sasaran di 

lingkungan Polri. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Cakupan program pelatihan Bhabinkamtibmas masih terbatas, sehingga 

belum mampu menjangkau seluruh jumlah personel Bhabinkamtibmas 

yang tersebar secara nasional.  

2. Latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensi Bhabinkamtibmas 

yang beragam menyebabkan belum seluruh personel memenuhi standar 
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kompetensi kerja khusus (SK3) yang ditetapkan oleh Kakorbinmas 

Baharkam Polri.  

3. Alokasi anggaran pelatihan yang relatif besar belum diimbangi dengan 

daya jangkau dan hasil pelatihan yang optimal, sehingga efektivitas dan 

efisiensi program pelatihan perlu dikaji lebih lanjut.  

4. Pelaksanaan pelatihan Bhabinkamtibmas masih didominasi oleh 

metode tatap muka, yang menimbulkan keterbatasan dari aspek biaya, 

waktu, jumlah peserta, dan akses pelatihan.  

5. Kompleksitas tantangan tugas Bhabinkamtibmas yang semakin 

meningkat, seperti konflik sosial, radikalisme, narkoba, serta kejahatan 

berbasis teknologi, menuntut peningkatan kompetensi yang 

berkelanjutan dan adaptif.  

6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pelatihan Bhabinkamtibmas, sehingga potensi 

pengembangan metode pelatihan yang lebih fleksibel dan menjangkau 

peserta dalam skala luas belum dimanfaatkan secara maksimal. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini 

berfokus pada beberapa pertanyaan utama sebagai berikut: 

1. Bagaimana evaluasi program pelatihan Bhabinkamtibmas di 

lingkungan Mabes Polri ditinjau dari aspek konteks (context), input, 

proses (Process), dan hasil (product)? 

2. Bagaimana strategi penyelenggaraan pelatihan Bhabinkamtibmas yang 

efektif dan efisien dalam meningkatkan kompetensi personel 

berdasarkan kondisi aktual program pelatihan yang berjalan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

kompetensi Bhabinkamtibmas. 
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2. Merumuskan strategi penyelenggaraan pelatihan yang efektif untuk 

meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian merupakan hasil yang diperoleh setelah 

mencapai tujuan penelitian. Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini 

mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, 

khususnya dalam konteks organisasi kepolisian. Penelitian ini 

memperkaya literatur mengenai strategi pengembangan kompetensi 

melalui pelatihan dengan menekankan pentingnya pendekatan yang 

adaptif dan inovatif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi 

landasan konseptual bagi studi-studi selanjutnya yang menyoroti 

efektivitas strategi pelatihan berbasis teknologi pada aparat penegak 

hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi 

Polda Metro Jaya dan Lemdiklat Polri dalam merancang strategi 

pelatihan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan 

kompetensi Bhabinkamtibmas di lapangan. Temuan penelitian ini juga 

dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Polri untuk 

mendorong transformasi sistem pelatihan, termasuk pemanfaatan 

teknologi pembelajaran seperti e-learning, LMS, atau blended learning. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung pengembangan 

program pembinaan berkelanjutan agar Bhabinkamtibmas lebih siap 

menghadapi dinamika sosial dan kejahatan berbasis teknologi di 

masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. penyelenggaraan pelatihan pada dasarnya telah mendukung upaya peningkatan 

kompetensi personel dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat. Dari 

aspek context, tujuan pelatihan telah selaras dengan visi dan misi Polri serta 

kebutuhan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas, namun analisis kebutuhan 

pelatihan belum dilaksanakan secara optimal dan masih dipengaruhi oleh 

keterbatasan anggaran. Dari aspek input, masih terdapat berbagai kendala, 

antara lain keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan 

dibandingkan dengan jumlah personel yang membutuhkan, kurikulum yang 

belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika tugas, keterbatasan fasilitator dan 

fasilitas pendukung, serta alokasi waktu dan biaya yang belum mampu 

menjangkau seluruh kebutuhan pengembangan kompetensi. Pada aspek 

process, pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai mekanisme yang 

ditetapkan, tetapi metode pembelajaran masih didominasi pendekatan 

konvensional dan evaluasi penyelenggaraan belum dimanfaatkan secara 

optimal sebagai dasar perbaikan program. Sementara itu, pada aspek product, 

pelatihan terbukti memberikan manfaat terhadap peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap peserta, meskipun cakupan pelatihan yang masih 

terbatas menyebabkan dampaknya belum dirasakan secara merata oleh seluruh 

Bhabinkamtibmas. 

2. Strategi penyelenggaraan pelatihan Bhabinkamtibmas yang efektif dan efisien 

perlu dikembangkan melalui pendekatan Training Needs Analysis (TNA) yang 

mencakup organizational analysis, task analysis, dan person analysis. Strategi 

yang diusulkan meliputi pembentukan Musyawarah Perencanaan 

Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) Bhabinkamtibmas sebagai 

forum perencanaan berbasis kebutuhan, penyusunan Standar Kompetensi Kerja 

Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas Nasional, pengembangan kurikulum modular 

sesuai karakteristik wilayah tugas, penerapan metode pembelajaran berbasis 
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skenario dan praktik, pembangunan knowledge repository sebagai media 

pembelajaran berkelanjutan, pemetaan kompetensi individual, pelaksanaan 

asesmen kompetensi berkala, penyusunan Individual Development Plan (IDP), 

penerapan sistem kredit pengembangan kompetensi, serta transformasi metode 

pelatihan melalui blended learning. Strategi tersebut diharapkan mampu 

mengatasi keterbatasan pelatihan tatap muka, memperluas cakupan peserta, 

meningkatkan relevansi materi dengan kebutuhan lapangan, serta mewujudkan 

sistem pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas yang lebih adaptif, 

berkelanjutan, efektif, dan efisien dalam mendukung terwujudnya SDM Polri 

yang profesional, modern, dan Presisi. 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diajukan dalam penelitian 

ini diarahkan pada langkah-langkah operasional yang bersifat strategis dan 

implementatif. Saran ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar dapat 

menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta pengembangan sistem 

pelatihan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

1. Korbinmas Baharkam Polri bersama Lemdiklat Polri perlu menyusun dan 

menetapkan mekanisme Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs 

Analysis/TNA) berbasis kompetensi Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan 

secara berkala sebelum penyusunan program dan anggaran pelatihan. 

Hasil TNA tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum, 

penetapan sasaran peserta, serta pengalokasian anggaran sehingga 

pelatihan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

tugas dan kesenjangan kompetensi personel di lapangan. Korbinmas 

Baharkam Polri dan Lemdiklat Polri perlu mengembangkan model 

pelatihan berjenjang (blended learning) melalui kombinasi pembelajaran 

daring dan tatap muka, disertai pelatihan bagi fasilitator (training of 

trainers) serta evaluasi pascapelatihan yang terintegrasi dalam sistem 

informasi pembinaan personel. Model ini dapat memperluas jangkauan 

peserta dengan keterbatasan anggaran, meningkatkan kualitas proses 
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pembelajaran, serta memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan dan 

dipantau secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas 

Bhabinkamtibmas. 

2. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan 

efisien, Polri perlu mengembangkan sistem pengembangan kompetensi 

Bhabinkamtibmas berbasis Training Needs Analysis (TNA) melalui 

pembentukan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi 

(Musrenbangkom), penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3), 

pemetaan kompetensi individu, pelaksanaan asesmen berkala, serta 

penerapan blended learning. Strategi tersebut diharapkan dapat 

memperluas cakupan pelatihan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, 

dan memastikan setiap Bhabinkamtibmas memperoleh pengembangan 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan tantangan di 

lapangan.  
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